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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari   

siklus Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Keuangan Daerah.  

Secara substantif, materi Rancangan Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 

2025 ini juga berpedoman pada rencana Perubahan Kebijakan Umum 

APBD (P-KUA) dan rencana Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara (P-PPAS) yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh 

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

dalam bentuk Nota Kesepakatan pada 21 Juli 2025 sebagai dasar dalam 

penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025. 

Penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025 merupakan 

kelanjutan pelaksanaan kerangka kerja untuk tahun anggaran berjalan 

berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan. 

Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025 telah diupayakan untuk dapat 

mengakomodir tuntutan dinamika dan harapan masyarakat serta sejauh 

mungkin telah memperhitungkan aspek-aspek yang relevan dengan 

kondisi objektif yang sedang berlangsung saat ini, serta juga 

memperhatikan kapasitas fiskal daerah dan juga memperhatikan kinerja 

pelaksanaan APBD tahun 2025 sampai dengan semester pertama tahun 

2025, baik dari segi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Perubahan akan 

dilakukan pula untuk menyesuaikan target SiLPA berdasarkan hasil audit 

BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 

2024 serta menyesuaikan target Pendapatan Daerah.  
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Disamping itu, penyusunan perubahan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 juga dipengaruhi oleh 

lahirnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian 

Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 

Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2025. 

 

Muaro Sijunjung, 30 Juli 2025 

BUPATI 

 

 

BENNY DWIFA YUSWIR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. UMUM 

 

Sistem pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian yang 

cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan 

Pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan 

dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Keuangan 

Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan 

lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang 

sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan 

konstitusional bagi Aparat Penyelenggara Negara dalam 

memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun 

pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan 

Pembangunan. 

Dengan mempedomani semua kebijakan keuangan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat diharapkan legitimasi Keuangan 

Daerah akan semakin kuat dalam melaksanakan program 

pembangunan yang ditetapkan terutama terhadap pencapaian 

sasaran-sasaran pembangunan strategis sesuai prioritas 

pembangunan yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat banyak. 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

merupakan wujud penyesuaian rencana kegiatan dan keuangan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan 

penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan. Proses 

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

telah melalui mekanisme yang diawali dengan Perubahan Kebijakan 

Umum Anggaran, Perubahan PPAS yang dilakukan Pemerintah 

Daerah bersama-sama DPRD. Perubahan ini sesuai aturan 
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perundang-undangan yang berlaku dilakukan apabila terjadi 

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan PPAS. 

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang 

masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama 

antara Bupati dan DPRD menjadi acuan bagi segenap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RKA-SKPD) 

Tahun 2025 sesuai makna dan hakekat pendekatan sistem anggaran 

kinerja.   

Perkembangan yang mendasari asumsi diadakannya Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung 

Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut: 

1. Hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran yang telah berjalan 

kurang lebih 1 (satu) semester khususnya yang berkaitan dengan 

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya penyesuaian terhadap 

kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam APBD, sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang berkembang sampai semester 1 (satu) 

Tahun Anggaran 2025, dan estimasi terhadap Pendapatan dan 

Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran. 

2. Adanya Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun lalu pada 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung 

Tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa Anggaran Sisa Lebih 

Perhitungan APBD tahun yang lalu merupakan estimasi, sehingga 

dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025 yang perlu 

dianggarkan kembali sesuai dengan realisasinya. 

3. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja 

Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang 
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Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka 

Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2025 

4. Adanya beberapa jenis penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Dana Transfer maupun Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah secara parsial mengalami perubahan baik itu penurunan 

maupun peningkatan akibat adanya perubahan kebijakan dari 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun perubahan potensi 

PAD yang berkembang pada saat ini. 

5. Adanya penyesuaian pada anggaran Belanja Pegawai yang 

disesuaikan dengan estimasi Belanja Pegawai sampai dengan bulan 

Desember 2025. 

6. Adanya beberapa pergeseran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

antar Kegiatan, Sub Kegiatan dan antar Jenis Belanja. 

7. Adanya penambahan atau pengurangan kegiatan, sub kegiatan 

maupun penambahan atau pengurangan anggaran pada SKPD 

sesuai dengan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD 

Tahun 2025 yang telah kita sepakati bersama, disesuaikan dengan 

potensi pendapatan dan ketentuan yang berlaku. 

8. Permasalahan yang mendesak dan harus segera diatasi terutama 

terkait dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat serta Propinsi. 

9. Aspirasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai 

bentuk kebutuhan riil. 

 

1.2.  MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN 

 

  Maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan adalah agar 

Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan 

perubahan pokok-pokok Program, Kegiatan dan atau Sub Kegiatan, 
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termasuk kebijakan yang menjadi landasannya yang tercakup dalam 

setiap kelompok Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan 

Daerah sehingga dapat disusun laporan keuangan yang memenuhi 

kriteria tertib, transparan, akuntabel, akurat dan mudah dimengerti. 

Dengan demikian diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan 

dapat memahami kondisi perekonomian yang melingkupi dan 

mempengaruhi besaran-besaran yang diusulkan dalam Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, secara yuridis maksud 

penyusunan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 adalah untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2024. 

  

1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA KEUANGAN 

 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara;  

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional;  

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
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7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025. 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN NOTA KEUANGAN.  

 

Nota Keuangan ini terdiri atas 6 (enam) Bab yang di dalamnya 

masing-masing terdiri atas beberapa Sub Bab dengan susunan sebagai 

berikut:  

1. Bab Pertama Pendahuluan yang terdiri atas uraian mengenai 

Umum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan, 

Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan serta Sistematika 

Penulisan Nota Keuangan; 

2. Bab Kedua Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah 

yang meliputi Uraian tentang Kondisi Umum Pendapatan Daerah, 



Nota Keuangan RPAPBD Tahun Anggaran 2025 9 

Permasalahan Utama Pendapatan Daerah, Estimasi Pendapatan 

Daerah serta Kebijakan Umum Pendapatan Daerah; 

3. Bab Ketiga adalah Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah 

yang meliputi Kondisi Umum Belanja Daerah, Permasalahan Utama 

Belanja Daerah, Kebijakan Umum Belanja Daerah serta Prioritas 

dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;  

4. Bab Keempat, Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan yang 

terdiri atas Kondisi Umum Pembiayaan, Permasalahan Utama 

Pembiayaan, Kebijakan Umum Pembiayaan;  

5. Bab Kelima, Program dan Kegiatan yang di dalamnya memuat 

penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan 

APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; 

6. Bab Keenam merupakan bab penutup yang mengakhiri seluruh 

muatan Nota Keuangan dan sekaligus gambaran kesimpulan 

mengenai performa APBD untuk tahun anggaran berkenaan.  
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BAB II 

 

    KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAERAH 

 

2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah. 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung pada 

RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 merupakan penyesuaian 

target penerimaan berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi serta hasil evaluasi atas realisasi Pendapatan Asli Daerah 

sampai dengan semester pertama tahun berjalan yang disertai dengan 

proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diterima dalam Tahun 

2025. Perubahan kebijakan Belanja Transfer ke Daerah dalam bentuk 

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus oleh 

Pemerintah Pusat disebabkan oleh perubahan asumsi APBN Perubahan 

Tahun Anggaran 2025.  

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah dianggarkan 

sebesar Rp1.066.101.748.393,00, berdasarkan hasil evaluasi 

pendapatan tahun berjalan serta kegiatan-kegiatan yang telah 

dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber 

Pendapatan Daerah, maka Rencana Pendapatan Daerah pada 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan berkurang 

sebesar (Rp61.311.001.596,00) sehingga Pendapatan Daerah 

diproyeksikan menjadi sebesar Rp1.004.790.746.797,00 yang masing-

masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 

Rp134.874.789.770,00, Pendapatan Transfer sebesar 

Rp869.915.957.027,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

sebesar Rp00,00.  
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2.2 Permasalahan Utama Pendapatan. 

Dalam upaya peningkatan PAD masih ditemui kendala-kendala baik 

karena kondisi peraturan perundang undangan maupun oleh kondisi 

objek PAD itu sendiri, yaitu:  

1. Sesuai dengan UU HKPD No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 

beberapa objek pajak dan retribusi   daerah   yang tidak lagi menjadi 

objek pajak atau retribusi sehingga tidak dapat lagi dipungut oleh   

daerah, hal ini tentunya berpotensi menurunkan PAD. Selain 

daripada itu, untuk melaksanakan pemungutan sesuai dengan 

regulasi terbaru Pemerintah Daerah harus melakukan revisi dan 

penyesuaian regulasi pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam uji 

materi dan proses penyusunan regulasi ini tentunya melibatkan 

banyak pihak, khususnya pihak legislatif dan Pemerintah Pusat dan 

atau Pemerintah Provinsi, sehingga membutuhkan waktu yang 

cukup lama dalam penyelesaiaanya untuk dapat dijadikan dasar 

pemungutan pajak dan retribusi daerah; 

2. Belum optimalnya proses Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek 

Pajak Daerah yang di dalam proses tersebut terdapat pemutakhiran 

data objek terbaru baik perbaikan data maupun penambahan objek 

data baru serta evaluasi tarif pajak atau retribusi yang dikenakan. 

Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian regulasi terbaru dan 

adanya keterbatasan untuk melaksanakan proses Intensifikasi 

maupun Ekstensifikasi tersebut; 

3. Kondisi perekonomian yang masih dalam proses pemulihan serta 

kurangnya kesadaran para wajib pajak maupun wajib retribusi 

daerah terkait pembayaran pajak dan atau retribusi daerah serta 

penerapan sanksi hukum yang belum optimal terhadap wajib pajak 

dan atau wajib retribusi yang melanggar Perda yang telah ditetapkan 
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sehingga perlu adanya peningkatan sosialisasi dengan tujuan 

memberikan pemahaman terkait kewajiban pajak dan retribusi serta 

pemahaman bahwa hasil pungutan pajak dan retribusi akan 

digunakan untuk kesejahteraan masyarakat; 

4. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah, 

beberapa kali mengalami perubahan alokasi sehingga hak-hak yang 

harus diterima oleh Pemerintah Daerah menjadi terhambat (belum 

adanya kepastian informasi mengenai dana transfer), sehingga 

pembiyaan kegiatan dari sumber dana tersebut di tanggulangi dari 

dana PAD supaya tidak terjadi gagal bayar; 

5. Kebijakan pemerintah pusat yang memperketat aturan terkait 

alokasi dan penggunaan Dana Perimbangan, mengakibatkan 

Pemerintah Daerah tidak leluasa lagi dalam penggunaan Dana 

Perimbangan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan 

kebijakan lokal, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka 

memenuhi kebutuhan belanja secara wajar dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

6. Optimalisasi penggunaan aset Pemerintah Daerah belum dilakukan 

secara profesional yang berorientasi pada pasar, hal ini terjadi 

karena kebijakan yang ditempuh masih mengedepankan fungsi 

fasilitasi dan pelayanan; 

7. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan Daerah 

yang disebabkan karena belum membaiknya kondisi dan 

perkembangan BUMD sehingga diperlukan pengkajian dan 

pembenahan secara menyeluruh. 

 

2.3 Rancangan Pendapatan Daerah 

Peningkatan Pendapatan Daerah diupayakan melalui pendekatan 

intensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada, maupun 

melalui pendekatan ekstensifikasi dengan berupaya mencari dan 
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menemukan sumber-sumber pendapatan baru yang diharapkan mampu 

mendiversifikasi jenis-jenis Pendapatan Daerah sesuai potensi yang 

dimiliki, dengan tujuan agar Pendapatan Daerah khususnya PAD yang 

selama ini hanya didominasi oleh beberapa objek saja secara pelan-pelan 

dapat terdistribusi untuk memantapkan komposisi dan struktur 

Pendapatan Daerah dalam memberikan kontribusi terhadap APBD pada 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan secara 

kumulatif Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 

ditargetkan sebesar Rp1.004.790.746.797,00 berkurang sebesar 

(Rp61.311.001.596,00) atau (5,75%) dari Pendapatan pada APBD Awal 

Tahun 2025 sebesar Rp1.066.101.748.393,00. Pengurangan 

Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan 

Transfer dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah dan 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

1) Pendapatan Asli Daerah, ditargetkan sebesar Rp134.874.789.770,00 

atau meningkat sebesar 5,04% dibandingkan dengan proyeksi pada 

APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp128.407.128.838,00. 

Kontribusi kenaikan berasal dari Pendapatan Pajak Daerah 

ditargetkan sebesar Rp35.424.767.498,00 atau mengalami 

peningkatan sebesar Rp26.400.000,00 atau 0,07% dibandingkan 

dengan pada APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp35.398.367.498,00. 

Kemudian Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar 

Rp10.423.165.040,00 atau mengalami peningkatan sebesar 

Rp140.785.000,00 atau 1,37% dibandingkan dengan pada APBD 

Tahun 2025 yaitu sebesar Rp10.282.380.040,00. Kemudian Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar 

Rp21.186.206.693,00 atau mengalami kenaikan sebesar 

Rp,1.001.206.693,00 atau 4,96% dibandingkan dengan pada APBD 

Tahun 2025 yaitu sebesar Rp20.185.000.000,00 yang berasal dari 

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) 
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atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar 

Rp1.001.206.693,00 dan Lain-lain PAD yang Sah mengalami 

kenaikan sebesar Rp5.299.269.239,00 atau 8,47% dari APBD Awal 

sebesar Rp62.541.381.300,00 sehingga menjadi sebesar 

Rp67.840.650.539,00.                              

2) Pendapatan Transfer mengalami penurunan, dari semula           

sebesar Rp937.694.619.555,00 pada APBD Awal menjadi                 

sebesar Rp869.915.957.027,00 pada Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 atau berkurang sebesar (Rp67.778.662.528,00) atau 

(7,23%). Penurunan ini berasal dari Dana Alokasi Umum yang 

ditentukan penggunaannya ditargetkan sebesar 

Rp95.355.589.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 

(Rp39.446.563.000,00) atau (29,26%) dibandingkan dengan proyeksi 

pada APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp134.802.152.000,00. Kemudian Dana Alokasi Khusus 

Rp187.538.230.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 

(Rp33.823.573.000,00) atau (15,23%) dibandingkan dengan proyeksi 

pada APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp221.361.803.00,00. Ini berdasarkan KMK No. 29 tahun 2025 

tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut 

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka 

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025. Kemudian penambahan pada rekening DAK 

NON FISIK Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar 

Rp242.706.000,00. Berdasarkan KMK 453 tahun 2024 tentang 

Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan 

Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan 

Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional 

Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi 
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Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis 

Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025. 

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp00,00 dari semula sebesar 

Rp00,00 menjadi sebesar Rp00,00 pada Perubahan APBD Tahun 

2025.  

Secara lengkap komposisi Perubahan Pendapatan APBD Tahun 

Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:  

Tabel 1 

Komposisi Perubahan Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 

 

Kode Uraian 
Jumlah (Rp) 

Berkurang/Bertambah 
Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) 

4 Pendapatan Daerah    

4.1 Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 

128.407.128.838,00 134.874.789.770,00 6.467.660.932,00 

4.1.01 Pajak Daerah 35.398.367.498,00 35.424.767.498,00 26.400.000,00 

4.1.02 Retribusi Daerah 10.282.380.040,00 10.423.165.040,00 140.785.000,00 

4.1.03 Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

20.185.000.000,00 21.186.206.693,00 1.001.206.693,00 

4.1.04 Lain-lain PAD yang 
Sah 

62.541.381.300,00 67.840.650.539,00 5.299.269.239,00 

4.2 Pendapatan Transfer 937.694.619.555,00 869.915.957.027,00 -67.778.662.528,00 

4.2.01 Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

895.340.756.000,00 822.070.620.000,00 -73.270.136.000,00 

4.2.02 Pendapatan Transfer 
Antar Daerah 

42.353.863.555,00 47.845.337.027,00 5.491.473.472,00 

 Jumlah Pendapatan 1.066.101.748.393,00 1.004.790.746.797,00 -61.311.001.596,00 

 

2.4 KEBIJAKAN UMUM PENDAPATAN DAERAH   

 

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah tentunya diiringi 

dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus 

meningkat, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk 

meningkatkan pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat 

(Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain.  

Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan secara 

wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan melalui kebijakan 
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intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi 

dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat untuk mengajukan proposal 

dana tambahan pembangunan daerah. Namun demikian, agar tidak 

menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan arus 

pembiayaan dan investasi untuk mencapai target pendapatan, maka 

kebijakan ini perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan 

perencanaan yang matang dengan memperhatikan aspek biaya – 

manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat 

biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan.  

Perumusan kebijakan pendapatan daerah yang terukur serta 

memiliki kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting untuk 

mencapai hasil yang maksimal terhadap perencanaan setiap sumber 

pendapatan. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan 

pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah, serta dana transfer dalam rangka mendukung 

pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber 

pendapatan dan aset-aset Pemerintah Daerah. 

Pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan fiskal 

nasional terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (PP KUPDRD), dimana salah satu Strategi Kebijakan Fiskal 

Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah penguatan kapasitas 

fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah yang asimetris dan 

penguatan optimalisasi PAD dalam rangka penguatan investasi di daerah 

maupun perbaikan kualitas layanan publik di daerah. Pada tahun 2025 

terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam UU HKPD dan PP 

KUPDRD yang akan mulai diimplementasikan. Instrumen kebijakan 

tersebut antara lain adalah pelaksanaan: 
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a. Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai 

upaya sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota untuk memperkuat local taxing power;  

b. Evaluasi earmarking tax atau penggunaan hasil pungutan pajak 

daerah untuk tujuan tertentu, seperti misalnya 10 % dari hasil 

pungutan pajak kendaraan bermotor dipergunakan untuk 

peningkatan jalan dan saran transportasi;  

c. Tersedianya opsi pembiayaan kreatif di daerah seperti obligasi, 

sukuk, dan dana abadi daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh 

daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan ekonomi daerah 

sesuai UU HKPD;  

d. Monitoring dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Pemerintah pusat 

bersama Pemerintah Daerah 

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening 

Kas Umum Daerah (RKUD) yang merupakan hak Pemerintah Daerah 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 28 ayat (1) 

disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang 

melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali 

oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang 

merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 

merupakan penyesuaian target penerimaan berdasarkan kebijakan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta hasil evaluasi atas realisasi 

Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester pertama tahun 2025 

yang disertai dengan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat 

diterima dalam Tahun 2025 dan juga dalam rangka menyesuaikan SiLPA 

(audited) Tahun Anggaran 2024. 



Nota Keuangan RPAPBD Tahun Anggaran 2025 18 

Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan 

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain 

Pendapatan Daerah yang Sah. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah 

tahun 2025 diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak 

baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui teknologi 

informasi, meingkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperhatikan 

realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut 

meliputi Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pagu 

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Transfer dari Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Disamping itu, perubahan kebijakan pendapatan daerah 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek 

legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan 

kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip 

akuntabilitas dan transparansi. Intensifikasi pendapatan ditempuh 

melalui upaya:  

a. Evaluasi capaian target pendapatan daerah sampai dengan semester 

I tahun 2025 berbanding dengan potensi pajak dan retribusi yang 

menjadi target pada tahun 2025; 

b. Pemetaan permasalahan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi 

selama semester I TA. 2025 serta mempersiapkan startegi 

penyelesaian permasalahan tersebut; 

c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak; 

d. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai 

upaya meningkatkan retribusi daerah;  

e. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dan Balai Penghasil dalam 

peningkatan pelayanan dan pendapatan.  
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Sedangkan upaya ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan dengan: 

a. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat 

kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara 

signifikan terhadap Pendapatan Daerah;  

b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta 

mengembangkan potensi usaha;  

c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat 

menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber 

Pendapatan Daerah;  

d. Penggerakan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan Pemetaan 

potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;  

 

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen 

pendapatan sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan 

otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis 

kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter 

kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan 

daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya 

internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). 

Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya menjadikan komponen PAD 

sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih 

memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab serta mencapai kemandirian daerah dalam 

pembiayaannya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan 

dalam menentukan kemampuan Daerah untuk melakukan aktivitas 

Pemerintahan dan Program-program Pembangunan. Dana untuk 

pembiayaan pembangunan Daerah terutama digali dari sumber 

kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam 

pelaksanaan pembangunan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran 

yang paling aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah dipacu 

untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin untuk mendanai 

urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana 

potensial yang ada di Daerah. 

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 mengalami 

perubahan, Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam APBD Tahun 

Anggaran 2025 dirasionalkan kembali berdasarkan realisasi yang telah 

dicapai pada semester pertama dan perhitungan yang mungkin dicapai 

pada semester kedua tahun anggaran 2025. Secara lebih rinci Perubahan 

kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung memperhatikan 

dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pajak Daerah  

Penganggaran Pajak Daerah mengalami peningkatan, dengan 

didasarkan realisasi sampai dengan semester I TA 2025. Walaupun 

peningkatannya tidak signifikan namun tetap terus diupayakan   

berbagai inovasi yang dapat mendukung peningkatan Pajak Daerah 

serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat.  

2. Retribusi Daerah 

Penganggaran Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan 

walaupun tidak signifikan dan akan terus diupayakan intentifikasi dan 

ekstensifikasi serta berbagai inovasi untuk peningkatan Retribusi 

Daerah. 

3. Perubahan Kebijakan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan untuk Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan, 

peningkatan ini memperhatikan rasionalitas dengan 

memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan 



Nota Keuangan RPAPBD Tahun Anggaran 2025 21 

memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat 

lainnya dalam jangka waktu tertentu.  

4. Penganggaran penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang 

Sah dilakukan dengan memperhatikan: 

a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan, 

diperhitungkan dari penjualan barang milik daerah yang telah 

dilakukan penghapusan. 

b. Pendapatan dari Bunga Deposito, diperhitungkan besaran dana 

pemerintah daerah yang diinvestasikan melalui pemanfaatan idle 

cash. 

c. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) milik Pemerintah Daerah dan Labororatorium 

Kesehatan Daerah (Labkesda). 

d. Pendapatan dana bergulir diperhitungkan dari besaran dana 

bergulir yang disalurkan ke UMKM.  

e. Realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pengembalian 

belanja, dan tuntutan ganti kerugian daerah. 

 

2.4.1.1 Pajak Daerah 

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi 

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sesuai dengan UU HKPD, UU Cipta Kerja dan PP Ketentuan Umum 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) pengelompokan Pajak 

daerah mengalami perubahan sebagai berikut: 

1. Objek Pajak Office Assesment 
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Merupakan objek pajak dengan mekanisme perhitungan besaran pajak 

ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan daerah. Kelompok 

Pajak tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pajak Reklame 

b. Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Perkotaan & Pedesaan) 

c. Pajak Air Tanah/Permukaan 

d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

e. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

 

2. Objek Pajak Selft Assesment 

Merupakan objek pajak dengan mekanisme perhitungan besaran pajak 

di lakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Kelompok Pajak tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terdiri dari: 

- PBJT – Makanan dan/atau Minuman 

- PBJT – Tenaga Listrik 

- PBJT – Jasa Perhotelan 

- PBJT – Jasa Parkir 

- PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan 

c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Penetapan target pajak daerah dihitung berdasarkan pada data 

potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro 

seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan 

ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi 

target pendapatan pajak daerah. 

Untuk melaksanakan optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

pajak daerah maka Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan 

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besaran 

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak. 

Pengawasan, penyetorannya dengan berbasis teknologi informasi. 
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Penggunaan earmaking pajak daerah atau penggunaan hasil 

penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan 

paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau 

pemeliharaan jalan serta peningkatan belanja modal dan sarana 

transportasi umum.  

b. Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 

10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, 

meliputi: penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan 

umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga Listrik untuk 

penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan 

atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan 

umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara 

Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU). 

 

Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh 

persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran 

dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota 

yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: 

penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian 

hutan atau pepohonan dan pengelolaan limbah. 

 

2.4.1.2 Retribusi Daerah 

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Adapun obyek retribusi yang dipungut, meliputi: 

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari: 
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a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

b. Retribusi Pelayanan Pasar. 

c. Retribusi Pelayanan Kebersihan. 

2. Pelayanan Kesehatan; 

3. Retribusi Jasa Usaha: 

a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 

b. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, 

Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. 

c. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan. 

d. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak. 

e. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga. 

f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. 

g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. 

4. Retribusi Perizinan Tertentu: 

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 

Untuk melaksanakan optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

retribusi daerah maka Pemerintah Daerah melakukan kegiatan 

pemungutan mulai dari penghimpunan data retribusi, penentuan 

besaran tarif yang terutang sampai kegiatan penagihan pelayanan 

kepada Wajib retribusi, pengawasan, penyetorannya dengan berbasis 

teknologi informasi. 

Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang 

dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas 

pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai 

retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. 
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Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung 

dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan 

dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD 

dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 

pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan mengenai BLUD.  

2.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 

2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan 

perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam 

jangka waktu tertentu, antara lain: 

1. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa 

deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang 

mendapatkan investasi Pemerintah Daerah. peningkatan berupa jasa 

dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka 

waktu tertentu. 

2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah 

tertentu dalam jangka waktu tertentu; 

2.4.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 

Lain-Lain PAD Yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak 

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, terdiri atas: 

1. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 

2. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang tidak dipisahkan; 

3. Hasil Pemanfaatan BMG yang tidak dipisahkan; 
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4. Jasa Giro; 

5. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;  

6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; 

7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 

8. Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan; 

 

2.4.2. Kebijakan Pendapatan Transfer 

Kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2025 mengalami 

perubahan dibandingkan APBD awal, perubahan pendapatan transfer 

sesuai dengan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi 

Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2025.  

 

2.4.3.Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan 

dibandingkan APBD awal, karena belum ada regulasi terkait dengan 

alokasi Hibah atau Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Sijunjung. 

 

2.5 STRATEGI DAN PRIORITAS PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH 

Dalam rangka pencapaian Arah Kebijakan Umum Pendapatan 

Daerah, maka ditetapkan program strategi dan prioritas di bidang 

Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut: 

1. Evaluasi capaian realisasi dan memetakan permasalahan 

pemungutnan objek pajak dan retribusi per area pada semester I tahun 

2025 untuk optimalisasi pungutan; 
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2. Peningkatan proses intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya 

dengan menambah frekuensi jemput bola pembayaran pajak dan 

retribusi sesuai hasil evaluasi pencapaian semester I tahun 2025; 

3. Melakukan penetapan dan pengawasan penyetoran pajak daerah dan 

retribusi daerah dengan berbasis teknologi seperti menyiapkan 

berbagai channel pembayaran non tunai bekerjasama dengan Bank 

Nagari sehingga Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR) sudah bisa 

melakukan pembayaran melalui teller Bank Nagari, Mobile Banking, 

Internet Banking, Agen Bank, QRIS dan Virtual Account dari bank lain. 

4. Optimalisasi digitalisasi untuk pelayanan pajak dan retribusi serta 

proses intensifikasi dan ekstensifikasi serta penyempurnaan database 

objek pajak; 

5. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak melalui kegiatan pemeriksaan dan 

sosialisasi berbagai peraturan perpajakan; 

6. Sinergi dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan; 

7. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan 

konstribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah; 

8. Menyusun program-program unggulan yang berpotensi mendapatkan 

dana bantuan (hibah) dari Pemerintah Pusat. 
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BAB III 

KONDISI KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 

3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah. 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2025, menegaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu disusun Perubahan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang memuat kerangka umum kebijakan 

anggaran pembangunan tahunan Daerah dan Perubahan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara APBD yang dijadikan dasar dalam penyusunan 

RAPBD. 

Kebijakan anggaran belanja daerah tentunya harus mendukung 

target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 yang 

disinergikan dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah 

dalam membiayai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi 

kewenangan daerah dan juga untuk membiayai pelaksanaan unsur 

pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, 

unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.  

Dalam menentukan prioritas pendanaan pelaksanaan kegiatan 

yang akan dilaksanakan, anggaran belanja daerah harus difokuskan pada 

kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan publik, kualitas 

sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan kondisi dan 
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kemampuan keuangan daerah. Kemudian Pemerintah Daerah juga wajib 

mengalokasikan belanja untuk pendanaan urusan Pemerintahan Daerah 

yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penggajian, pengawasan, 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 

Kebijakan belanja daerah merupakan formulasi kebijakan untuk 

merespon kondisi perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis 

serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang kredible, transparan dan 

akuntabel (good governance). 

Belanja Daerah harus mendukung target capaian Prioritas 

Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-

masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan 

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan 

Pendapatan Daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, 

baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja Daerah 

selain untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan Unsur 

Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, 

Unsur Pemerintahan Umum dan Unsur Kekhususan. 

Secara keseluruhan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung pada 

Perubahan APBD Tahun 2025 direncanakan sebesar 

Rp1.052.949.037.612,23. Bila dibandingkan dengan Belanja Daerah pada 

APBD Awal sebesar Rp1.144.316.334.393,00 terdapat pengurangan 

Belanja Daerah sebesar (Rp91.367.296.780,77) atau turun sebesar (7,98%) 

dengan perincian: 

1. Belanja Operasi semula sebesar Rp878.634.389.896,06 pada 

Perubahan APBD menjadi sebesar Rp823.750.473.410,84 atau 

menurun sebesar (Rp54.883.916.485,22) atau (6,25%).  

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
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sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, 

seperti belanja kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala 

Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai 

ASN, pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 

belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual 

kepada Masyarakat/pihak ketiga, belanja hibah kepada badan dan 

lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah 

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 

serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, dan belanja 

bantuan sosial. Rincian Belanja Operasi adalah: 

a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp596.212.651.602,86 pada 

Perubahan APBD menjadi sebesar Rp584.672.275.141,78 atau turun 

sebesar (Rp11.540.376.461,08) atau (1,94%).  

b. Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp272.741.264.573,20 

pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp225.597.484.549,06 atau 

menurun sebesar (Rp47.143.780.024,14) atau (17,29%). 

c. Belanja Hibah semula sebesar Rp8.188.473.720,00 pada Perubahan 

APBD menjadi sebesar Rp12.783.113.720,00 atau naik sebesar 

Rp4.594.640.000,00 atau 56,11%. 

d. Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp1.492.000.000,00 pada 

Perubahan APBD menjadi sebesar Rp697.600.000,00 atau turun 

sebesar (Rp794.400.000,00) atau (53,24%). 

2. Belanja Modal semula sebesar Rp121.020.150.841,94 pada Perubahan 

APBD menjadi sebesar Rp94.588.814.419,39 atau menurun sebesar 

(Rp26.431.336.422,55) atau (21,84%). 

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.  
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Adapun rincian Belanja Modal adalah: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar 

Rp23.074.660.725,00 pada Perubahan APBD menjadi sebesar 

Rp28.594.979.590,91 meningkat sebesar Rp5.520.318.865,91 atau 

23,92%. 

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar 

Rp18.533.944.200,00 pada Perubahan APBD menjadi sebesar 

Rp32.522.343.543,48 meningkat sebesar Rp13.988.399.343,48 atau 

75,47%. 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar 

Rp78.664.818.316,94 pada Perubahan APBD menjadi sebesar 

Rp28.836.916.800,00 turun sebesar (Rp49.827.901.516,94) atau 

(63,34%). 

d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya semula sebesar Rp379.927.600,00 

pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp4.269.574.485,00 

meningkat sebesar Rp3.889.646.885,00 atau 1.023,79%. 

e. Belanja Modal Aset lainnya semula sebesar Rp366.800.000,00 pada 

Perubahan APBD menjadi sebesar Rp365.000.000,00 turun sebesar 

(Rp1.800.000,00) atau (0,49%). 

3. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp5.000.000.000,00 pada 

Perubahan APBD menjadi sebesar Rp8.224.797.827,00 atau meningkat 

sebesar Rp3.224.797.827,00 atau 64,50%. Penambahan ini berasal 

dari SiLPA tahun 2024 yang telah diaudit BPK yang harus dianggarkan 

kembali. 

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat 

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya 

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya.  

4. Belanja Transfer semula sebesar Rp139.661.793.655,00 pada 

Perubahan APBD menjadi sebesar Rp126.384.951.955,00 atau 

menurun sebesar (Rp13.276.841.700,00) atau (9,51%). 
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Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari. 

Adapun rincian Belanja Transfer adalah: 

a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp3.392.619.055,00 pada 

Perubahan APBD tidak ada kenaikan atau penurunan. 

b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp136.269.174.600,00 

pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp122.992.332.900,00 atau 

menurun sebesar (Rp13.276.841.700,00) atau (9,74%). 

 

3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah 

Mencermati semakin kompleksnya tugas-tugas pemerintahan 

dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, maka kebutuhan 

Belanja Daerah akan terus mengalami peningkatan yang dianggarkan 

sesuai obyek belanja berdasarkan kewenangan Pemeritahan Daerah. 

Disamping itu mencermati kondisi peningkatan kebutuhan pembangunan, 

jika tidak diikuti dengan upaya peningkatan perolehan Pendapatan 

Daerah, maka akan sulit mendorong naiknya tingkat pendapatan sehingga 

kemampuan keuangan Daerah relatif masih terbatas. Adanya keterbatasan 

anggaran belum mampu mengakomodir secara keseluruhan kebutuhan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu, dengan dinamisnya 

perubahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut keuangan 

Daerah mengharuskan Pemerintah Daerah untuk lebih berhati-hati dalam 

mengalokasikan belanja, khususnya adanya perhatian khusus untuk 

belanja yang bersifat hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan 

barang. Berikut beberapa permasalahan utama pada belanja daerah : 

1. Perencanaan alokasi belanja pegawai pada belanja operasi pada 

perjalanannya masih sering mengalami fluktuasi yang cukup signifikan 

disebabkan antara lain adanya informasi perencanaan dan perubahan 

data yang kurang akurat dan memungkinkan berubah karena adanya 
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kebijakan khusus seperti  kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji 

ke-13, serta gaji dan tunjangan hari raya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah terkait  pembayaran Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 

Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan  yang  

harus dibayarkan. Dalam penyusunan kebutuhan rencana gaji pegawai 

tentunya dana darurat atau mendesak untuk menanggulangi kelebihan 

pembayaran gaji terkait kebijakan penyesuaian data tersebut sudah di 

anggarkan sebesar 2,5 % sesuai peraturan yang berlaku, namun dana 

cadangan tersebut terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan 

tersebut. Selain hal tersebut dengan adanya kebijakan penganggaran 

dan pembayaran gaji di masing–masing SKPD maka apabila ada mutasi 

pegawai akan menambah beban belanja gaji SKPD yang sebelumnya 

tidak diperhitungkan dalam perencanaan. 

2. Penggunaan Belanja Transfer saat ini Sebagian sudah diarahkan 

peruntukannya berdasarkan peraturan menteri, seperti misalnya DAU 

Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan, DAU Bidang Pekerjaan 

Umum, Dana Bagi Hasil sehingga tidak dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan belanja diluar katagori bidang peruntukan 

walaupun dalam pelaksanaanya dana transfer tersebut berlebih untuk 

pendanaan bidang – bidang tersebut. 

3. Belum optimalnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD, sehingga 

belum dapat meningkatkan PAD untuk membiayai belanja 

pembangunan daerah yang masih sangat membutuhkan pendanaan 

untuk kemajuan daerah. 

 

3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah. 

Kebijakan belanja pada Perubahan KUA Tahun 2025 tidak terlepas 

dari adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam 

Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dimana Pemerintah 

Daerah diminta untuk: 
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1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, 

studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group 

discussion; 

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen); 

3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan 

besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai 

Standar Harga Satuan Regional; 

4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output 

yang terukur; 

5. Menfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan 

publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah 

atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran 

sebelumnya; 

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk 

uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; 

7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang 

bersumber dari Transfer ke Daerah.  

Disamping itu, kebijakan perubahan belanja pada rancangan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 juga 

dipengaruhi oleh KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Alokasi 

Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 

2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2025. Dimana alokasi DAU Bidang Pekerjaan Umum, dan 

DAK Fisik Irigasi dan Jalan untuk Kabupaten Sijunjung berkurang, 

sehingga memepengaruhi postur Belanja Daerah. 
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3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah 

Total Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025 sebesar Rp1.052.949.037.612,23 yang pengalokasiannya 

tersebar di seluruh SKPD untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2025. Perubahan 

Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah berdasarkan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

           Semula sebesar Rp389.035.965.271,97 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp394.684.555.982,80, bertambah sebesar 

Rp5.648.590.710,83 atau 1,45%. 

2. Dinas Kesehatan 

 Semula sebesar Rp129.990.174.368,20 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp134.729.996.138,00 bertambah sebesar 

Rp4.739.821.769,80 atau 3,65%. 

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kamang Baru 

Semula sebesar Rp3.902.835.850,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp5.768.217.745,00, bertambah sebesar 

Rp1.865.381.895,00 atau 47,80%. 

4. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 

Semula sebesar Rp773.838.680,00 pada Perubahan APBD menjadi 

sebesar Rp963.523.984,00, bertambah sebesar Rp189.685.304,00 

atau 24,51%. 

5. Puskesmas 

Semula sebesar Rp27.106.446.641,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp28.421.142.407,62, bertambah sebesar 

Rp1.314.695.766,62 atau 4,85%. 
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6. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Syafii Maarif 

Semula sebesar Rp58.242.987.800,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp59.655.298.730,00, bertambah sebesar 

Rp1.412.310.930,00 atau 2,42%. 

7. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 

 Semula sebesar Rp74.286.129.939,94 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp33.726.890.321,00, berkurang sebesar 

(Rp40.559.239.618,94) atau (54,60%). 

8. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Semula sebesar Rp34.068.939.467,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp16.179.162.149,00, berkurang sebesar 

(Rp17.889.777.318,00) atau (52,51%). 

9. Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

 Semula sebesar Rp11.051.104.788,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp9.562.637.788,00, berkurang sebesar 

(Rp1.488.467.000,00) atau (13,47%). 

10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Semula sebesar Rp4.001.452.265,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp3.582.872.986,00, berkurang sebesar 

(Rp418.579.279,00) atau (10,46%). 

11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 Semula sebesar Rp10.201.522.486,20 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp9.206.413.342,00, berkurang sebesar 

(Rp995.109.144,20) atau (9,75%). 

12. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Semula sebesar Rp9.223.826.705,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp7.520.849.843,00, berkurang sebesar 

(Rp1.702.976.862,00) atau (18,46%). 
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13. Dinas Pangan dan Perikanan 

     Semula sebesar Rp4.603.966.574,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp4.018.846.325,00, berkurang sebesar 

(Rp585.120.249,00) atau (12,71%). 

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 Semula sebesar Rp3.953.516.674,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp3.447.562.242,00, berkurang sebesar 

(Rp505.954.432,00) atau (12,80%). 

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 

Semula sebesar Rp5.452.544.466,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp4.683.326.571,00, berkurang sebesar 

(Rp769.217.895,00) atau (14,11%). 

16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 Semula sebesar Rp11.555.831.417,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp11.194.667.662,00, berkurang sebesar 

(Rp361.163.755,00) atau (3,13%). 

17. Dinas Perhubungan 

 Semula sebesar Rp15.041.024.327,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp13.977.928.280,00, berkurang sebesar 

(Rp1.063.096.047,00) atau (7,07%). 

18. Dinas Komunikasi dan Informatika 

 Semula sebesar Rp4.111.736.064,73 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp3.707.080.003,00, berkurang sebesar 

(Rp404.656.061,73) atau (9,84%). 

19. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil 

dan Menengah 

 Semula sebesar Rp6.117.064.275,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp4.930.352.095,00, berkurang sebesar 

(Rp1.186.712.180,00) atau (19,40%). 
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20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

 Semula sebesar Rp4.149.450.737,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp3.667.548.984,00, berkurang sebesar 

(Rp481.901.753,00) atau (11,61%). 

21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

 Semula sebesar Rp4.802.309.979,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp3.704.798.605,00, berkurang sebesar 

(Rp1.097.511.374,00) atau (22,85%). 

22. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

 Semula sebesar Rp8.816.022.943,46 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp6.575.240.000,00, berkurang sebesar 

(Rp2.240.782.943,46) atau (25,42%). 

23. Dinas Pertanian 

Semula sebesar Rp26.509.038.371,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp19.092.721.294,00, berkurang sebesar 

(Rp7.416.317.077,00) atau (27,98%). 

24. Sekretariat Daerah 

Semula sebesar Rp31.283.921.489,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp24.518.959.054,00, berkurang sebesar 

(Rp6.764.962.435,00) atau (21,62%). 

25. Sekretariat DPRD 

  Semula sebesar Rp34.528.859.111,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp31.204.567.747,00, berkurang sebesar 

(Rp3.324.291.364,00) atau (9,63%). 

26. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Semula sebesar Rp6.434.438.303,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp4.926.831.080,00, berkurang sebesar 

(Rp1.507.607.223,00) atau (23,43%). 
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27. Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Semula sebesar Rp152.572.758.480,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp146.282.133.727,00, berkurang sebesar 

(Rp6.290.624.753,00) atau (4,12%). 

28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Semula sebesar Rp45.150.228.410,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp39.121.779.410,14, berkurang sebesar 

(Rp6.028.448.999,86) atau (13,35%). 

29. Inspektorat Daerah 

 Semula sebesar Rp6.828.197.748,50 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp6.037.862.273,00, berkurang sebesar 

(Rp790.335.475,50) atau (11,57%). 

30. Kecamatan Kamang Baru 

Semula sebesar Rp1.991.448.606,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp1.674.204.141,00, berkurang sebesar 

(Rp317.244.465,00) atau (15,93%). 

31. Kecamatan Tanjung Gadang 

Semula sebesar Rp1.913.891.455,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp1.766.837.518,00, berkurang sebesar 

(Rp147.053.937,00) atau (7,68%). 

32. Kecamatan Lubuk Tarok 

Semula sebesar Rp1.745.771.658,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp1.605.550.193,00, berkurang sebesar 

(Rp140.221.465,00) atau (8,03%). 

33. Kecamatan Sijunjung 

Semula sebesar Rp2.254.436.611,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp2.051.579.869,00, berkurang sebesar 

(Rp202.856.742,00) atau (9,00%). 
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34. Kecamatan IV Nagari 

Semula sebesar Rp1.730.507.413,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp1.601.025.942,00, berkurang sebesar 

(Rp129.481.471,00) atau (7,48%). 

35. Kecamatan Koto VII 

Semula sebesar Rp2.664.178.279,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp2.345.105.847,00, berkurang sebesar 

(Rp319.072.432,00) sebesar (11,98%). 

36. Kecamatan Sumpur Kudus 

Semula sebesar Rp2.263.291.300,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp1.798.637.471,00, berkurang sebesar 

(Rp464.653.829,00) atau (20,53%). 

37. Kecamatan Kupitan 

Semula sebesar Rp2.034.313.394,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp1.708.098.454,67, berkurang sebesar 

(Rp326.214.939,33) atau (16,04%). 

38. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Semula sebesar Rp3.922.362.045,00 pada Perubahan APBD 

menjadi sebesar Rp3.304.231.408,00, berkurang sebesar 

(Rp618.130.637,00) atau (15,76%). 
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BAB IV 
KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN 

 

4.1 Kondisi Umum Anggaran Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk 

menutupi defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan terdiri dari 

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan 

Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 

Sebelumnya dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. 

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan meliputi Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah. 

Dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2025, terdapat Penerimaan 

Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, sebagai berikut: 

a. Penerimaan Pembiayaan mengalami penurunan sebesar 

(Rp28.056.295.184,77) atau (35,41%) dari semula sebesar 

Rp79.214.586.000,00 pada APBD Awal menjadi Rp51.158.290.815,23 

pada Perubahan APBD Tahun 2025. 

b. Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 

Rp2.000.000.000,00 atau 66,67% dari semula sebesar 

Rp1.000.000.000,00 pada APBD Awal menjadi Rp3.000.000.000,00 

pada Perubahan APBD Tahun 2025. 

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan 

berupa Pembiayaan Netto pada Perubahan APBD sebesar 

(Rp30.056.295.184,77) atau berkurang 38,43% dari APBD Awal sebesar 

Rp78.214.586.000,00 menjadi Rp48.158.290.815,23 pada Perubahan 

APBD Tahun 2025, penurunan pembiayaan netto sebagai dampak dari 

penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 

sesuai dengan hasil audit BPK.  
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4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan 

  Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan digunakan 

untuk menutup defisit anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan, antara 

lain terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, 

transfer dari dana cadangan, hasil penerimaan pinjaman dan obligasi dan 

hasil penjualan asset daerah.  

Permasalahan utama yang melatarbelakangi dilakukan perubahan 

pada pembiayaan adalah perubahan besaran Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA Tahun 2024 berdasarkan 

hasil audit BPK dan telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 sebesar 

Rp50.158.290.815,23 dan harus diakomodir dalam Penerimaan 

Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun 2025, dimana sebelumnya pada 

APBD awal SiLPA diperkirakan sebesar Rp78.214.586.000,00. 

Permasalahan yang sifatnya rutin dan terkait dengan peraturan 

perundang-undangan yaitu bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun sebelumnya yang dapat direncanakan dalam Anggaran Awal hanya 

estimasi berdasarkan catatan sementara pada akhir Tahun Anggaran 

2024. Jika SiLPA riil TA 2024 lebih kecil akan berdampak kepada 

pengurangan belanja SKPD, namun sebaliknya jika SiLPA lebih besar, akan 

dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dianggap sangat 

prioritas dan mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 

Anggaran 2025. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya baru dapat diketahui 

secara pasti setelah adanya hasil audit BPK-RI yang selanjutnya ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Tahun 2024. Dengan demikian pada saat Perubahan APBD baru dapat 

disesuaikan secara pasti SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dalam rangka 
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membiayai kebutuhan belanja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan 

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2025 adalah menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran tahun sebelumnya dan berupaya melakukan efisiensi belanja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar tidak mengalami defisit. 

Efisiensi belanja SKPD juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi Belanja 

SKPD dipergunakan untuk menutupi belanja infrastruktur sebagai 

dampak pengurangan pendapatan DAU Peruntukan bidang Infratruktur 

berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 Dimana alokasi DAU Bidang 

Pekerjaan Umum, dan DAK Fisik Irigasi dan Jalan untuk Kabupaten 

Sijunjung berkurang, sehingga memepengaruhi postur Belanja Daerah. 

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

(SiLPA) ini direncanakan dengan proses perhitungan yang cermat dan 

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 

Anggaran 2024. Sebagai upaya menghindari kemungkinan adanya 

pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat 

tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan maka upaya yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD untuk mencapai pelampauan 

penerimaan PAD; 

2. Upaya koordinasi untuk mencapai pelampauan penerimaan 

pendapatan transfer; 

3. Upaya pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 
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4. Upaya Penghematan belanja dengan sumber dana bebas atau bukan 

sumber dana peruntukan untuk pelampauan SiLPA yang telah 

direncanakan; 

 

4.3.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil 

Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman 

Daerah, Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Disinvestasi), Penerimaan 

Piutang Daerah.  

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan 

untuk menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 

Anggaran 2024. SiLPA Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Laporan 

Keuangan Daerah Tahun 2024 yang telah di Audit BPK sebesar 

Rp50.158.290.815,23, jumlah ini lebih kecil sebesar 

(Rp28.056.295.184,77) dibandingkan yang telah dianggarkan pada APBD 

awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp78.214.586.000,00. SiLPA tersebut 

akan disesuaikan dengan hasil audit BPK pada Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2025. Adapun rincian SiLPA TA 2024 adalah sebagaimana 

tercantum pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2024 

NO URAIAN NOMINAL  

(Rp) 

1 SiLPA yang ada di Kasda 45.257.459.693,89 

2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 

3 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 

4 Kas di BLUD sebesar Rp4.259.650.818,34 

terdiri dari: 

 

 a. RSUD Ahmad Syafi’i Ma’arif  2.412.310.930,00 

 b. RSUD Kamang Baru  27.135.637,00 

 c. Puskesmas Padang Sibusuk 15.739.003,00 
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 d. Puskesmas Sumpur Kudus 196.829.567,83 

 e. Puskesmas Kumanis 78.557.065,00 

 f. Puskesmas Muaro Bodi 42.034.037,19 

 g. Puskesmas Tanjung Ampalu 184.305.274,31 

 h. Puskesmas Gambok 283.938.892,86 

 i. Puskesmas Sijunjung 305.245.555,01 

 j. Puskesmas Lubuk Tarok 152.159.211,00 

 k. Puskesmas Tanjung Gadang 310.370.887,00 

 l. Puskesmas Sungai Lansek 6.207.666,00 

 m. Puskesmas Kamang 95.183.401,71 

 n. Puskesmas Aia Amo 6.223.775,43 

 o. Puskesmas Padang Laweh 865.891,00 

 p. BLUD Labkesda 142.544.024,00 

5 SiLPA BOS 173.304.374,00 

6 Kas Dana BOK Puskesmas 467.875.929,00 

 Total 50.158.290.815,23 

Sumber: BKAD Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kebijakan Penerimaan 

Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:  

1. SiLPA yang diperoleh dari tahun 2024 yang bisa digunakan pada 

tahun 2025 sebesar Rp50.158.290.815,23. Dasar dari Penetapan 

SiLPA ini adalah audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 yang akan dituangkan kedalam 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Pada APBD Awal 2025 

SiLPA Tahun 2024 sudah dianggarkan sebesar 

Rp78.214.586.000,00. 

2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar 

Rp1.000.000.000,00 yang bersumber dari pengembalian pinjaman 

pokok UKM (dana bergulir). 
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4.3.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan  

 Kebijakan pengeluaran pembiayaan Daerah tahun 2025, masih 

diarahkan untuk menambah penyertaan modal (investasi) Pemerintah 

Daerah. Investasi ini dilakukan dalam bentuk penambahan penyertaan 

modal pada BUMD. Dalam rangka memperkuat BUMD agar mampu 

memberikan kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya upaya 

peningkatan PAD.  

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025 

mengalami kenaikan sebesar Rp2.000.000.000,00 dari anggaran pada 

APBD awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga 

menjadi Rp3.000.000.000,00. Pada Perubahan APBD Tahun 2025 

kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah:  

1. Penyertaan Modal Daerah yang pada APBD Awal dianggarkan sebesar 

Rp0,00, pada Perubahan APBD ini bertambah sebesar 

Rp2.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 

Penyertaan Modal Daerah ke Bank Nagari Cabang Sijunjung, ini juga 

merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

untuk Tahun Anggaran 2026. 

2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat sebesar 

Rp1.000.000.000,00, yang pengelolaannya melalui Dinas Perdagangan, 

Perindustrian dan Koperasi.  Pemberian pinjaman kepada masyarakat 

ini diarahkan untuk meningkatan dan menunjang pertumbuhan 

perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM 

dan masyarakat dalam bentuk pinjaman dana bergulir. 
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BAB V 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sijunjung Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, secara singkat dapat digambarkan 

dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang disusun menurut Urusan Pemerintahan dan 

organisasi, yaitu: 

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp389.035.965.271,97 setelah perubahan menjadi 

sebesar Rp394.684.555.982,80, Meningkat sebesar 1,45% atau 

Rp5.648.590.710,83. 

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp220.016.283.339,20 setelah perubahan menjadi 

sebesar Rp223.769.961.259,62 meningkat sebesar 

Rp3.753.677.920,42 atau 1,71%, yang dialokasikan pada: 

1) Dinas Kesehatan semula sebesar Rp129.990.174.368,20 setelah 

perubahan menjadi sebesar Rp134.729.996.138,00 meningkat 

sebesar Rp4.739.821.769,80 atau 3,65%. 

2) RSUD Kamang Baru semula sebesar Rp3.902.835.850,00 setelah 

perubahan menjadi sebesar Rp5.768.217.745,00 bertambah 

sebesar Rp1.865.381.895,00 atau 47,80%. 

3) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) semula sebesar 

Rp773.838.680,00 setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp963.523.984,00 bertambah sebesar Rp189.685.304,00 atau 

24,51%. 

4) Puskesmas semula sebesar Rp27.106.446.641,00 setelah 

perubahan menjadi sebesar Rp28.421.142.407,62 bertambah 

sebesar Rp1.314.695.766,62 atau 4,85%. 
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5) RSUD Ahmad Syafii Maarif semula sebesar Rp58.242.987.800,00 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp59.655.298.730,00 

bertambah sebesar Rp1.412.310.930,00 atau 2,42%.  

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang, yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang sebesar Rp74.005.482.389,94 setelah perubahan 

menjadi sebesar Rp33.606.728.021,00 berkurang sebesar 

(Rp40.398.754.368,94) atau (54,60%). 

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman semula dialokasikan anggaran sebesar 

Rp34.068.939.467,00 menjadi sebesar Rp16.179.162.149,00, yang 

dialokasikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup berkurang sebesar (Rp17.889.777.318,00) atau 

(52,51%).  

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta Perlindungan Masyarakat semula dialokasikan anggaran 

sebesar Rp15.052.557.053,00, setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp13.145.510.774,00 berkurang sebesar (Rp1.907.046.279,00) 

atau (12,67%) yang dialokasikan pada: 

1) Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran semula 

sebesar Rp11.051.104.788,00 menjadi sebesar 

Rp9.562.637.788,00 berkurang sebesar (Rp1.488.467.000,00) 

atau (13,47%). 

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah semula sebesar 

Rp4.001.452.265,00 menjadi sebesar Rp3.582.872.986,00 

berkurang sebesar (Rp418.579.279,00) atau (10,46%). 

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula dialokasikan   

anggaran sebesar Rp10.201.522.486,20 setelah perubahan 

menjadi sebesar Rp9.206.413.342,00, yang dialokasikan pada 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dan berkurang sebesar (Rp995.109.144,20) atau (9,75%). 
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7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula sebesar 

Rp9.223.826.705,00 menjadi sebesar Rp7.520.849.843,00 

berkurang sebesar (Rp1.702.976.862,00) atau (18,46%) yang 

dialokasikan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp4.603.966.574,00 menjadi 

Rp4.018.846.325,00 berkurang (Rp585.120.249,00) atau (12,71%) 

yang dialokasikan pada Dinas Pangan dan Perikanan.  

9. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dialokasikan anggaran semula sebesar 

Rp3.953.516.674,00 menjadi sebesar Rp3.447.562.242,00, 

berkurang sebesar (Rp505.954.432,00) atau (12,80%) yang 

dialokasikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan   Sipil. 

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dialokasikan anggaran pada APBD awal sebesar 

Rp5.452.544.466,00 menjadi sebesar Rp4.683.326.571,00 

berkurang sebesar (Rp769.217.895,00) atau (14,11%) yang 

dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. 

11. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana dialokasikan anggaran semula 

Rp11.555.831.417,00 menjadi Rp11.194.667.662,00 berkurang 

sebesar (Rp361.163.755,00) atau (3,13%) yang dialokasikan pada 

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. 

12. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dialokasikan anggaran 

pada APBD awal sebesar Rp15.041.024.327,00 menjadi sebesar 

Rp13.977.928.280,00 berkurang sebesar (Rp1.063.096.047,00) 

atau (7,07%) yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan. 

13. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula 

dialokasikan anggaran sebesar Rp4.111.736.064,73 menjadi 

sebesar Rp3.707.080.003,00 berkurang sebesar 
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(Rp404.656.061,73,00) atau (9,84%) yang dialokasikan pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika. 

14. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

dialokasikan anggaran semula sebesar Rp6.117.064.275,00 

sehingga menjadi sebesar Rp4.930.352.095,00 berkurang sebesar 

(Rp1.186.712.180,00) atau (19,40%) yang dialokasikan pada Dinas 

Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM. 

15. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula 

dialokasikan anggaran sebesar Rp4.149.450.737,00 menjadi 

sebesar Rp3.667.548.984,00 berkurang sebesar 

(Rp481.901.753,00) atau (11,61%) yang dialokasikan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp4.802.309.979,00 menjadi sebesar 

Rp3.704.798.605,00 berkurang sebesar (Rp1.097.511374,00) atau 

(22,85%) yang dialokasikan pada Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan. 

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula 

dialokasikan anggaran sebesar Rp8.816.022.943,46 menjadi 

sebesar Rp6.575.240.000,00 berkurang sebesar 

(Rp2.240.782.943,46) atau (25,42%) yang dialokasikan pada Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 

18. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp26.509.038.371,00 menjadi sebesar 

Rp19.092.721.294,00 berkurang sebesar (Rp7.416.317.077,00) 

atau (27,98%) yang dialokasikan pada Dinas Pertanian. 

19. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp65.812.780.600,00 setelah perubahan 

menjadi sebesar Rp55.723.526.801,00 berkurang sebesar 

(Rp10.089.253.799,00) atau (15,33%), yang terdiri dari: 



Nota Keuangan RPAPBD Tahun Anggaran 2025 51 

1. Sekretariat Daerah semula sebesar Rp31.283.921.489,00 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp24.518.959.054,00 

berkurang sebesar (Rp6.764.962.435,00) atau (21,62%). 

2. Sekretariat DPRD semula sebesar Rp34.528.859.111,00 setelah 

perubahan menjadi sebesar Rp31.204.567.747,00 berkurang 

sebesar (Rp3.324.291.364,00) atau (9,63%). 

20. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp204.157.425.193,00, setelah perubahan 

menjadi sebesar Rp196.075.185.324,00 berkurang sebesar 

(Rp13.826.680.975,86) atau (6,77%) yang terdiri dari: 

1. Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah semula dialokasikan anggaran sebesar 

Rp6.434.438.303,00 setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp4.926.831.080,00 berkurang sebesar (Rp1.507.607.223,00) 

atau (23,43%) yang dialokasikan pada Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

2. Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah semula 

dialokasikan anggaran sebesar Rp152.572.758.480,00 setelah 

perubahan menjadi sebesar Rp146.282.133.727,00 berkurang 

sebesar (Rp6.290.624.753,00) atau (4,12%) yang dialokasikan 

pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. 

3. Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan 

Perkembangan Sumber Daya Manusia semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp45.150.228.410,00 setelah perubahan 

menjadi sebesar Rp39.121.779.410,14 berkurang sebesar 

Rp6.028.448.999,86 atau (13,35%) yang dialokasikan pada 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. 

21. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula dialokasikan 

anggaran sebesar Rp6.828.197.748,50 setelah perubahan menjadi 

sebesar Rp6.037.862.273,00 berkurang sebesar 
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(Rp790.335.475,50) atau (11,57%) yang dialokasikan pada 

Inspektorat Daerah. 

22. Urusan Kewilayahan semula dialokasikan   anggaran sebesar 

Rp16.597.838.716,00 setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp14.551.039.435,67 berkurang sebesar (Rp2.046.799.280,33) 

atau (12,33%) yang terdiri dari: 

1) Kecamatan Kamang Baru semula sebesar 

Rp1.991.448.606,00 setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp1.674.204.141,00 berkurang sebesar (Rp317.244.465,00) 

atau (15,93%). 

2) Kecamatan Tanjung Gadang semula sebesar 

Rp1.913.891.455,00 setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp1.766.837.518,00 berkurang sebesar (Rp147.053.937,00) 

atau (7,68%). 

3) Kecamatan Lubuk Tarok semula sebesar Rp1.745.771.658,00 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.605.550.193,00 

berkurang sebesar (Rp140.221.465,00) atau (8,03%). 

4) Kecamatan Sijunjung semula sebesar Rp2.254.436.611,00 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.051.579.869,00 

berkurang sebesar (Rp202.856.742,00) atau (9,00%). 

5) Kecamatan IV Nagari semula sebesar Rp1.730.507.413,00 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.601.025.942,00 

berkurang sebesar (Rp129.481.471,00) atau (7,48%). 

6) Kecamatan Koto VII semula sebesar Rp2.664.178.279,00 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp2.345.105.847,00 

berkurang sebesar (Rp319.072.432,00) atau (11,98%). 

7) Kecamatan Sumpur Kudus semula sebesar 

Rp2.263.291.300,00 setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp1.798.637.471,00 berkurang sebesar (Rp464.659.829,00) 

atau (20,53%). 
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8) Kecamatan Kupitan semula sebesar Rp2.034.313.394,00 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.708.098.454,67,00 

berkurang sebesar (Rp326.214.939,33) atau (16,04%). 

23. Urusan Pemerintahan Umum semula dialokasikan anggaran 

sebesar Rp3.922.362.045,00, setelah perubahan menjadi sebesar 

Rp3.304.231.408,00 berkurang sebesar (Rp618.130.637,00) atau 

(15,76%) yang dialokasikan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik. 
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BAB VI 

P E N U T U P 

Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bagian tak 

terpisahkan dari pengantar Nota Keuangan dan Rencana APBD 

sebagaimana telah kami sampaikan. Kami berharap bahwa dalam tahapan 

pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 ini dapat difokuskan pada 

penajaman terhadap pencapaian target RPJMD yang telah ditetapkan 

dengan mengupayakan Performa    RAPBD    tanpa    adanya    defisit    

anggaran    berjalan   sebagaimana diamanatkan dalam pasal 70 ayat 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah bahwa “Pembiayaan netto digunakan untuk menutup 

defisit anggaran”. 

Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi upaya-upaya kita dalam 

membangun Kabupaten Sijunjung, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita 

rencanakan dapat dilaksanakan dan dapat memberikan manfaat bagi   

masyarakat Kabupaten Sijunjung. Aamiin YRA. 

         

Muaro Sijunjung, 30 Juli 2025 

BUPATI, 

 

 

BENNY DWIFA YUSWIR 

 


